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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sistem 

pembayaran pajak secara online di era digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak masyarakat di Desa Batangkuis Pekan, 

Kabupaten Deli Serdang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena rendahnya realisasi penerimaan PBB-P2 

yang belum mencapai target Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Faktor rendahnya pengetahuan masyarakat, 

keterbatasan pemahaman terhadap sistem online, dan kurangnya kesadaran membayar pajak menjadi hambatan utama. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner dengan skala Likert 1–5 dan wawancara kepada 

aparat desa. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis, baik bagi pemerintah dalam 

merumuskan kebijakan, bagi akademisi sebagai bahan kajian, maupun bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran 

pajak. 

Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Sistem Pembayaran Online, Kepatuhan Wajib Pajak, Digitalisasim 

1. Pendahuluan 

1. 1 Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2007, pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa, tidak memberikan 

imbalan secara langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Melalui penerimaan pajak, 

pemerintah dapat membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, 

kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. 

Salah satu jenis pajak yang berperan penting dalam penerimaan negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan karena besarnya pajak 

terutang ditentukan oleh objek pajak yaitu bumi (tanah) dan bangunan, bukan dari subjek pajaknya. Sejak 

berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pengelolaan PBB sektor perdesaan 

dan perkotaan (PBB-P2) dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota). Kebijakan 

ini bertujuan memperkuat otonomi daerah, meningkatkan akuntabilitas, serta memberikan pelayanan publik yang 

lebih efektif. 

Di Kabupaten Deli Serdang, pengelolaan PBB-P2 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). 

Bapenda menetapkan target tahunan penerimaan PBB yang harus dicapai. Namun, data menunjukkan bahwa 

dalam beberapa tahun terakhir realisasi penerimaan PBB tidak selalu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Misalnya, tahun 2020 realisasi penerimaan mencapai 71,23%, namun pada tahun 2021 menurun drastis menjadi 

37,49%. Tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 42,82%, tetapi kembali menurun pada tahun 2023 sebesar 

38,99%. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dan belum tercapainya target penerimaan yang 

diharapkan. 
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Berdasarkan wawancara sederhana dengan aparat desa Batangkuis Pekan, rendahnya capaian penerimaan pajak 

disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai PBB, 

keterbatasan pemahaman terhadap sistem pembayaran pajak secara online, serta rendahnya kesadaran akan 

kewajiban membayar pajak. Kondisi ini menjadi hambatan bagi optimalisasi penerimaan pajak daerah. 

Di era digitalisasi saat ini, pemerintah telah berupaya memberikan kemudahan melalui sistem pembayaran pajak 

secara online yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak. 

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Bapenda juga telah meluncurkan aplikasi E-PADI sebagai sarana 

pembayaran PBB secara elektronik. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pemahaman dan 

kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. 

Fenomena belum tercapainya target penerimaan PBB-P2 serta rendahnya pemanfaatan sistem pembayaran online 

inilah yang menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai “Pengaruh Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan dan Sistem Pembayaran 

Pajak secara Online di Era Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat di Desa Batangkuis Pekan” 

.1.2 Rumusan Masalah 

Masalah utama penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Desa Batangkuis 

Pekan. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah pengetahuan PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 

2. Apakah sistem pembayaran pajak online berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 

3. Apakah pengetahuan PBB dan sistem pembayaran online berpengaruh secara simultan terhadap 

kepatuhan wajib pajak? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan PBB terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Menganalisis pengaruh sistem pembayaran online terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Menganalisis pengaruh simultan pengetahuan PBB dan sistem pembayaran online terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Teoritis: menambah literatur tentang kepatuhan pajak, khususnya PBB dan pembayaran online. 

2. Praktis: 

o Peneliti: memperluas wawasan dan pengalaman penelitian. 

o Pemerintah (BAPENDA): sebagai masukan kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. 

o Akademisi: menjadi referensi penelitian selanjutnya. 

o Masyarakat: menambah kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban pajak. 

2. Landasan Teori 

2.1 Pajak 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pajak memiliki fungsi utama sebagai sumber pendapatan negara (budgetair) dan sebagai 

alat pengatur (regulerend) untuk mengatur perekonomian serta perilaku masyarakat. 



Ega Juliana1, Muhammad Habibie2 

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 3, 2025  

DOI: https://doi.org/ 10.31004/riggs.v4i3.2410 

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

2901 

 

 

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan bumi 

dan/atau bangunan. Menurut Mardiasmo (2016), PBB bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak terutang 

ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi atau bangunan, tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Sejak 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, kewenangan pengelolaan PBB-

P2 dialihkan ke pemerintah daerah kabupaten/kota, yang bertujuan memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). 

2.3 Pengetahuan Pajak 

Pengetahuan pajak didefinisikan sebagai tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, hak 

dan kewajiban perpajakan, serta prosedur pembayaran pajak. Menurut Nurmantu (2013), pengetahuan 

perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi pemahaman seseorang 

tentang fungsi dan manfaat pajak, maka semakin besar pula kesadarannya untuk membayar pajak tepat waktu. 

Pengetahuan yang rendah dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berujung pada rendahnya kepatuhan wajib 

pajak. 

2.4 Sistem Pembayaran Pajak secara Online 

Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah telah mengadopsi sistem pembayaran pajak secara 

elektronik (e-payment) untuk mempermudah wajib pajak. Sistem ini memungkinkan wajib pajak melakukan 

pembayaran melalui perbankan, internet banking, mobile banking, maupun aplikasi pajak daerah. Menurut 

Arifin (2020), digitalisasi pembayaran pajak memberikan manfaat berupa efisiensi waktu, transparansi transaksi, 

serta meminimalisasi praktik pungutan liar. Namun, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital 

dan keterbatasan infrastruktur teknologi di masyarakat. 

Di Kabupaten Deli Serdang, pemerintah telah meluncurkan aplikasi E-PADI sebagai sarana pembayaran PBB 

secara online. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui kemudahan akses, 

kecepatan, dan keamanan transaksi. 

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Menurut Rahayu (2017), kepatuhan pajak dapat dilihat dari beberapa indikator, antara 

lain: 

1. Wajib pajak mendaftarkan diri sesuai ketentuan. 

2. Menghitung dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. 

3. Melaporkan kewajiban pajak sesuai aturan. 

4. Tidak memiliki tunggakan pajak. 

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pengetahuan perpajakan, sistem 

administrasi, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, serta kemudahan dalam melakukan pembayaran. 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak 

mengenai PBB serta semakin mudah akses pembayaran melalui sistem online, maka tingkat kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar PBB akan semakin meningkat. 
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3. Metodologi Penelitian 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel independen (pengetahuan PBB dan sistem pembayaran 

online) terhadap satu variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batangkuis Pekan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Waktu 

penelitian dilakukan mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data selama periode Maret–

Mei 2025. 

3.3 Populasi dan Sampel 

• Populasi: Seluruh wajib pajak PBB di Desa Batangkuis Pekan. 

• Sampel: Diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang memenuhi 

kriteria: 

1. Merupakan wajib pajak PBB yang aktif. 

2. Pernah menggunakan atau mengetahui sistem pembayaran PBB secara online. 

Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin: 

n=N1+N(e2)n = \frac{N}{1+N(e^2)}n=1+N(e2)N 

dengan NNN adalah jumlah populasi dan eee adalah tingkat kesalahan (error tolerance) sebesar 10%. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer: diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. 

2. Data Sekunder: diperoleh dari dokumen resmi pemerintah desa, Dinas Pendapatan Daerah, literatur, 

jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui: 

1. Kuesioner: berupa pernyataan tertutup dengan skala Likert (1–5) untuk mengukur variabel penelitian. 

2. Dokumentasi: untuk mendukung data terkait jumlah wajib pajak, penerimaan PBB, dan implementasi 

sistem online. 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

• Pengetahuan PBB (X1): Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai aturan, prosedur, manfaat, dan 

fungsi PBB. Diukur melalui indikator: pemahaman objek pajak, tarif pajak, manfaat PBB, dan 

kewajiban pembayaran. 

• Sistem Pembayaran Online (X2): Kemudahan dan aksesibilitas wajib pajak dalam menggunakan 

media digital untuk membayar PBB. Indikator: kemudahan akses, kecepatan transaksi, keandalan 

sistem, dan keamanan. 

• Kepatuhan Wajib Pajak (Y): Tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar 

PBB. Indikator: ketepatan waktu pembayaran, kebenaran jumlah pembayaran, dan ketiadaan tunggakan 

pajak. 
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3.7 Skala Pengukuran 

Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan rentang 1–5, yaitu: 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS melalui tahapan: 

1. Uji Instrumen 

o Uji validitas 

o Uji reliabilitas 

2. Uji Asumsi Klasik 

o Uji normalitas 

o Uji multikolinearitas 

o Uji heteroskedastisitas 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Y=α+β1X1+β2X2+eY = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + eY=α+β1X1+β2X2+e 

dengan Y = Kepatuhan Wajib Pajak, X1 = Pengetahuan PBB, X2 = Sistem Pembayaran Online. 

4. Uji Hipotesis 

o Uji t (parsial) 

o Uji F (simultan) 

o Koefisien determinasi (R²) untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat.. 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Deskripsi Data Responden 

Responden penelitian ini berjumlah 100 orang wajib pajak di Desa Batangkuis Pekan. Berdasarkan hasil 

pengumpulan data, karakteristik responden dapat dijelaskan sebagai berikut: 

• Jenis Kelamin: 55% laki-laki, 45% perempuan. 

• Usia: mayoritas berusia 31–45 tahun (45%), sisanya 20–30 tahun (30%) dan >45 tahun (25%). 

• Tingkat Pendidikan: SMA sederajat (50%), Diploma/S1 (35%), SD/SMP (15%). 

• Pengalaman membayar PBB: 65% sudah membayar lebih dari 5 tahun, 35% kurang dari 5 tahun. 

4.2 Uji Instrumen Penelitian 

• Uji Validitas menunjukkan seluruh item pernyataan pada variabel Pengetahuan PBB, Sistem 

Pembayaran Online, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai r hitung > r tabel (0,196), sehingga 

valid. 

• Uji Reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha untuk masing-masing variabel > 0,7, sehingga 

instrumen reliabel. 
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4.3 Uji Asumsi Klasik 

• Uji Normalitas: Data terdistribusi normal (Asymp. Sig. 0,200 > 0,05). 

• Uji Multikolinearitas: Nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. 

• Uji Heteroskedastisitas: Tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas. 

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Model persamaan regresi: 

Y=2,315+0,412X1+0,375X2+eY = 2,315 + 0,412X_1 + 0,375X_2 + eY=2,315+0,412X1+0,375X2+e 

Keterangan: 

• YYY = Kepatuhan Wajib Pajak 

• X1X_1X1 = Pengetahuan PBB 

• X2X_2X2 = Sistem Pembayaran Online 

4.5 Uji Hipotesis 

1. Uji t (parsial) 

o Pengetahuan PBB (X1X_1X1): t hitung = 4,750 > t tabel = 1,984, sig = 0,000 < 0,05 → 

berpengaruh positif signifikan. 

o Sistem Pembayaran Online (X2X_2X2): t hitung = 3,920 > t tabel = 1,984, sig = 0,000 < 0,05 

→ berpengaruh positif signifikan. 

2. Uji F (simultan) 

F hitung = 32,150 > F tabel = 3,09, sig = 0,000 < 0,05 → Pengetahuan PBB dan Sistem Pembayaran 

Online secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

3. Koefisien Determinasi (R²) 

Nilai R² = 0,512 → artinya 51,2% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh Pengetahuan 

PBB dan Sistem Pembayaran Online, sedangkan sisanya 48,8% dipengaruhi faktor lain di luar 

penelitian. 

 

4.6 Pembahasan 

1. Pengaruh Pengetahuan PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai fungsi, manfaat, tarif, dan prosedur 

pembayaran PBB, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk membayar tepat waktu dan sesuai ketentuan. 

Temuan ini sejalan dengan teori perilaku kepatuhan pajak yang menekankan pentingnya pemahaman regulasi 

dalam meningkatkan ketaatan fiskal. 

2. Pengaruh Sistem Pembayaran Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Sistem pembayaran online terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Responden 

menyatakan bahwa fitur pembayaran digital (melalui aplikasi, mobile banking, maupun marketplace) 

mempermudah proses pembayaran, menghemat waktu, serta mengurangi potensi keterlambatan. Hal ini 

mendukung pandangan bahwa digitalisasi pajak dapat meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan di era 

modern. 
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3. Pengaruh Pengetahuan PBB dan Sistem Pembayaran Online secara Simultan 

Secara simultan, kedua variabel bebas (pengetahuan PBB dan sistem pembayaran online) memberikan kontribusi 

yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun sistem online memudahkan, tanpa pemahaman 

yang memadai tentang kewajiban PBB, kepatuhan tidak akan optimal. Sebaliknya, pemahaman yang baik tanpa 

didukung fasilitas pembayaran yang mudah juga dapat menurunkan motivasi wajib pajak. Oleh karena itu, 

kombinasi keduanya menjadi faktor penting dalam membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan. 

4. Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi, antara lain: 

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi PBB agar pengetahuan masyarakat 

semakin baik. 

2. Optimalisasi infrastruktur digital untuk mendukung sistem pembayaran pajak online yang cepat, 

aman, dan terjangkau. 

3. Perlunya kolaborasi antara pemerintah desa, bank, dan penyedia layanan digital untuk 

memperluas akses pembayaran pajak di masyarakat pedesaan. 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Pengetahuan PBB dan Sistem Pembayaran Online terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Batangkuis Pekan”, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. 

Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai tujuan, 

manfaat, serta prosedur pembayaran PBB, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan. 2. Sistem pembayaran pajak secara online berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Fasilitas digital yang praktis, cepat, dan efisien mendorong masyarakat 

untuk membayar PBB tepat waktu serta mengurangi hambatan administratif yang sering terjadi pada sistem 

manual. 3. Secara simultan, pengetahuan PBB dan sistem pembayaran online bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, peningkatan pengetahuan perpajakan masyarakat perlu 

didukung dengan kemudahan akses pembayaran berbasis digital agar kepatuhan dapat terwujud secara optimal. 

4. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 51,2% menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan 

oleh pengetahuan PBB dan sistem pembayaran online, sedangkan sisanya 48,8% dipengaruhi oleh faktor lain 

seperti tingkat pendapatan, kesadaran hukum, sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan aparatur pajak. Dengan 

demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi edukasi pajak yang memadai dan pemanfaatan 

teknologi digital merupakan kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat di Desa Batangkuis 

Pekan, khususnya dalam konteks pembayaran PBB di era digitalisasi. 
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